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Uang Ganti Rugi Normalisasi Kali Sunter Belum
Dibayar

¢ Sudah Dibebaskan Sejak Tahun 2012

JAKARTA (Poskota) -
Proyek normalisasi Kkali
Sunter, kembali dijeluh-
kan. Pasalnya, saat ini
Warga RT 03/02, Lubang
Buaya, Cipayung. Jakar-
ta Timur mempertanyakan
uang ganti rugi bidang tanah
rumahnya yang terdampak
yang hingga kini belum juga
diterimanya.

Ketua RT 03/02, Dian
Ardian mengatakan, hing-
ga kini 10 kepala keluarga
(KK) warganya yang terdam-
pak proyek normalisasi pada
tahun 2012 lalu hingga kini
belum menerima ganti rugi.

"Lahan yang terkena
pembebasan proyek nor-
malisasi Kali Sunter sejak
tahun 2012 sampai dengan
2023 belum juga dibayar-
kan oleh Pemprov DKI," kata
Dian, Rabu (23/8).

Dikatakan Dian, hingga
kini belum ada penjelasan
mengapa uang ganti rugi be-
lum juga diterima warga. Pa-

dahal berdasar penetapan
Badan Pertanahan Nasion-
al (BPN) Jakarta Timur saat
proses pembebasan, 10 KK
warga RT 03/02 merupak-
an pemilik sah bidang tanah
dan berhak atas ganti rugi.

“Tapi sampai pengerjaan
normalisasi rampung mere-
ka tidak kunjung menerima
ganti rugi dari Dinas Sumber
Daya Air (SDA) DKI Jakarta
selaku pihak yang melaku-
kan pencairan,” ujar Dian.

Ditambahkan Ketua RT,
pembebasan itu sendiri su-
dah terjadi di luas bidang ta-
nah 10 KK seluas 4963 m2.
Di mana dari seluruh lah-
an yang dibebaskan, total
nilai ganti rugi yang belum
dibayarkan nilainya menca-
pai Rp10,7 miliar. "Sekarang
pengerjaannya proyek sti-
dah selesai, sudah diturap
cuma uang ganti rugi be-
lum juga diberikan," ujarnya.

Dian menuturkan, warga
RT 03/RW 02 Lubang Buaya

sudah berulang kali berupa-
ya menagih uang ganti rugi
pembebasan bidang tanah
kepada Dinas SDA DKI Ja-
karta selaku pihak yang ber-
tanggung jawab.

Bahkan mereka pernah
menemui Anies Baswedan
saat masih menjabat Gu-
bernur DKI Jakarta untuk
menagih hak mereka, tapi
hingga kini upaya tersebut
urung membuahkan hasil.

"Dulu saya pernah
ketemu Kepala Dinas SDA
DKI Jakarta waktu zaman-
nya Juaini Yusuf. Katan-
ya waktu itu akan dibayar
kalau ada putusan pen-
gadilan, tapi setelah ada
putusan enggak juga,” tu-
turnya.

Sementara itu, Lurah
Lubang Buaya Dede Syaiful-
lah menuturkan, pihaknya
sudah mendapat informa-
si terkait 10 KK warga RT
03/02 terdampak normal-
isasi yang belum mendapat

ganti rugi.

Namun karena kewenan-
gan pembayaran ganti rugi
berada di tingkat Dinas SDA
DKI Jakarta, pihak Kelura-
han Lubang Buaya juga ti-
dak mengetahui pasti ala-
san warga belum meneri-
ma ganti rugl.

"Secara umum info yang
saya terima demikian. Kare-
na hal ini disaat saya belum
(menjabat Lurah) di Lubang
Buaya. Untuk lengkap atau
detailnya mungkin bisa coba
ke Dinas SDA," kata Dede.

Suku Dinas (Sudin) SDA
Jakarta Timur pun juga me-
nyatakan tidak mengetahui
pasti masalah karena ke-
wenangan pembayaran gan-
ti rugi berada di tingkat Dinas
SDA DKI Jakarta. "Karena
untuk pembebasan lahan
itu di UPT (Unit Pelaksana
Teknis) lahan Dinas SDA,"
ujar Kepala Sudin SDA Ja-
karta Timur, Wawan Kurni-
awan. (*/ifn)



